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Abstract: Program Implementation in the Environmentally Sound Waste Management through 
Utilization ofMethane(A Study in the Final Disposal of Supit Urang, Malang City). In the era of 
regional authority,local government have to obligation of environment manage in the local city 
included waste management. This condition make a government through program of 
enviromentally sound waste management. One of efforts from local government of Malang City is 
doing management and utilization of methane. Therefore, society not judgment about waste is a 
enemy but waste is something which a high value. Result of the research this program 
implementation is good, evidence is a society cooporation in the management of methane in TPA 
Supit Urang. Budget allocation from government of Malang City can good organize. But if seeing 
from effectivity, year of 2010 management of methane continue to 2015, acumulation from 
utilization of methane spread included by all society of Malang City. Next, in the management of 
methane pvivate include involve so budget for management is a from government. This is an 
impotant need attention and special treatment from local government so that this program can 
effective with certaity and policy be valid. 
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Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan 
melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang, Kota 
Malang). Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola 
lingkungan di daerahnya tidak terkecuali dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini memicu 
pemerintah melalui program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Salah satu upaya 
pemerintah daerah Kota Malang adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas metana. Hal 
ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu memerangi sampah melainkan menjadikan sampah 
adalah barang yang memiliki nilai tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan gas metana berjalan 
dengan baik, yang ditunjukkan dari keikutsertaan warga masyarakat dalam pengelolaan gas 
metana di TPA Supit Urang. Alokasi anggaran dari pemerintah Kota Malang juga terorganisir 
dengan baik. Namun jika dilihat dari sudut pandang efektivitas sejak tahun 2010 pengelolaan gas 
metana berlangsung hingga pada tahun 2015, akumulasi dari pemanfaatan gas metana ini masih 
belum dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kota Malang. Selanjutnya, dalam hal 
pengelolaannya masih belum melibatkan pihak swasta sehingga anggaran yang dipakai secara 
keseluruhan adalah dana dari pemerintah. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting dan 
perlakuan khusus dari pemerintah daerah agar program ini berjalan efektif sesuai dengan ketentuan 
kebijakan yang berlaku. 
 
Kata Kunci: peran pemerintah daerah, implementasi program, efektivitas. 
 
 
Pendahuluan 
Lingkungan hidup merupakan bagian yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak 
terkecuali pengelolaan sampah. Pengelolaan 
sampah  merupakan  kegiatan  yang  sistematis,  
menyeluruh, dan berkesinambungan yang 
meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 
Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur tentang 
Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur yang 
diturunkan pada Peraturan Daerah Kota Malang 
tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang. 
Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur 
memiliki peningkatan dalam hal pengelolaan 
sampah, salah satunya adalah Kota Malang. 
Menurut Sukarelawati (2012) pada tahun 2014 
Kota Malang sebagai Kota Pendidikan di Jawa 
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Timur memiliki rata-rata jumlah sampah yang 
terangkut perhari sebesar 650 ton.  
Permasalahan pengelolaan sampah, 
ditangani oleh pemerintah daerah dan 
dipertanggung jawabkan langsung kepada 
pemerintahan daerah setempat. Menurut Siagian 
(2006, h.142) Pemerintah daerah sendiri 
memiliki fungsi stabilitator, inovator, 
modernisator, pelopor, dan aktor atau 
pelaksanan sendiri. Di Kota Malang, 
penanganan terkait pengelolaan sampah 
ditangani langsung oleh pemerintah kota dalam 
hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Malang. 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Malang sebagai aktor pemerintah daerah juga 
telah melakukan inovasi dalam optimalisasi 
pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang. 
Inovasi yang diwujudkan saat ini berupa satu-
satunya bangunan fisik untuk pengelolaan 
sampah secara modern yang baru diwujudkan 
oleh World Partners Foundation Belanda, yakni 
laboratorium pengujian gas metana dan 
pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar 
untuk memasak bagi warga sekitar TPA Supit 
Urang, sedangkan lokasi metana yang 
dimanfaatkan adalah sel aktif dan sel pasif 
metana dikutip dari http://antarajatim.com tahun 
2012. Namun ternyata, pemanfaatan gas metana 
dari TPA Supit Urang saat ini baru 4% dari total 
potensi metana dan dari pengolahan ini mampu 
untuk mencukupi kebutuhan kurang lebih 400 
KK disekitar TPA. Kebutuhan masyarakat 
sekitar TPA hanya menggunakan metana 
sebagai bahan bakar memasak saja. Saat ini 
TPA Supit Urang juga memiliki luas 15,5 Ha. 
Sempitnya lahan yang ada di TPA Supit Urang 
tidak sebanding dengan volume sampah yang 
dihasilkan masyarakat Kota Malang perharinya. 
Gas metana yang terus bertambah setiap 
harinya semestinya diantisipasi dengan 
pengelolaan gas metana yang efektif, efisien, 
dan ekonomis. Hal ini dikarenakan gas metana 
merupakan salah satu gas yang dibutuhkan 
dalam kepentingan sehari-hari dan gas metana 
juga salah satu jenis gas rumah kaca yang dapat 
memicu terjadinya pemanasan global, sehingga 
harus diminimalisir dampaknya serta di 
efisienkan pemakainnya. Maka dari itu, penulis 
merumuskan masalah bagaimana implementasi 
pemanfaatan gas metana di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, dan 
bagaimana peran Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Kota Malang dalam 
mengoptimalkan program pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mendes-
kripsikan, menganalisis, dan menginter-
pretasikan implementasi pemanfaatan gas 
metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Supit Urang dan untuk mendeskripsikan, 
menganalisis, dan menginterpretasikan peran 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Malang dalam mengoptimalkan program 
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. 
 
Tinjauan Pustaka 
1. Peran Pemerintah Daerah 
Sebagaimana diketahui bahwa pemunculan 
Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak terjadi 
begitu saja. Menurut Muluk (2003, h.63) 
Indonesia dengan nama awal “Negara Kesaturan 
Republik Indonesia” sangat identik dengan 
sentralistk, kekuasaan terpusat. Pergeseran 
sentralistrik ke arah desentralisasi, konseku-
ensinya ditandai dengan pelaksanaan local 
goverment, yang memiliki tiga esensi yaitu 
pertama pemerintah daerah sebagai organ  yang 
melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan, 
kedua sebagai pemerintah daerah yang mengacu 
pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka 
desentralisasi, dan ketiga, sebagai daerah 
otonom lokasi di mana lokalitas beradadan 
membantu kesatuan hukum sendiri yang 
meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak 
untuk mengurus dirinya sendiri. 
Melaksanakan  tugas  pembangunan sangat 
penting dan merupakan tanggung jawab seluruh 
komponen masyarakat dan bukan hanya 
pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun 
demikian harus diakui bahwa pemerintah 
memainkan peranan yang dominan dalam 
proses pembangunan. Menurut Siagian (2006, 
h.142) peran pemerintah dalam kegiatan 
pembangunan, yaitu antara lain : 
a. Selaku Stabilisator 
b. Selaku inovator  
c. Selaku modernisator  
d. Selaku pelopor    
e. Selaku aktor atau pelaksana sendiri. 
 
2. Implementasi Program 
Implementasi kebijakan bukanlah sekedar 
menyangkut penjabaran keputusan politik 
kedalam prosedur-prosedur rutin melalui 
saluran birokrasi, tetapi implementasi 
menyangkut masalah konflik, keputusan dan 
siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan 
itu, sehingga implemeentasi itu penting. Hal ini 
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Udoji 
dalam Wahab (2004) bahwa: 
“The execution of policies is as important 
if not more important than policymaking. 
Policies will remain dreams on blueprint in file 
jackets unless they are implemented” 
(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 
 
 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, Hal. 818-823 |820 
penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari 
pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan akan sekedar berupa impian atau 
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 
kalau tidak diimplementasikan). 
Suatu program akan mendukung 
implemenasi apabila didukung oleh beberapa 
aspek. Suatu program yang baik menurut I. 
Nyoman Beratha dalam Westra (1982) harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana setiap 
program tersebut harus memuat tentang: 
1. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas. 
2. Penentuan dari peralatan terbaik untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten 
dan atau proyek yang saling berkaitan untuk 
mencapai tujuan seefektif mungkin. 
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang 
diperkirakan dibandingkan dengan keuntungan. 
Implementasi program adalah suatu usaha 
untuk merealisir pencapaian tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan dalam suatu rencana dan 
kebijaksanaan yang telah digariskan terlebih 
dahulu, yang meliputi penggunaan macam-
macam sumber daya dalam suatu pola yang 
sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan itu 
implementasi ini harus berjalan secara efektif. 
 
3. Definisi Manajemen Pengelolaan Sampah 
Manajemen pengelolaan sampah dalam 
Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah 
meliputi, kegiatan–kegiatan berikut:  
a) Pengurangan sampah, Pengurangan sampah 
akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, 
kegiatan yang termasuk dalam pengurangan 
sampah ini adalah:  
1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah. 
2) Mengembangkan Teknologi bersih dan label 
produk. 
3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di 
daur ulang. 
4) Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang. 
5) Mengembangkan kesadaran program guna 
ulang atau daur ulang. 
b) Penanganan sampah. 
 
4. Gas Metana 
Rahman (2005, h.12) mengatakan bahwa 
gas CH4 (metana) terbentuk karena proses 
fermentasi secara anaerobik oleh  bakteri 
metana atau disebut juga bakteri anaerobik dan 
bakteri biogas yang mengurangi sampah-
sampah (mengandung bahan organik) sehingga 
terbentuk gas metana (CH4) apabila dibakar 
dapat menghasilkan energi panas. Biogas adalah 
gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik 
atau fermentasi dari bahan-bahan organik 
termasuk diantaranya kotoran manusia dan 
hewan, limbah domestik (rumah tangga), 
sampah biodegradable atau setiap limbah 
organik yang biodegradable dalam kondisi 
anaerobik. Kandungan utama dalam biogas 
adalah metana dan karbon dioksida. Metana 
dalam biogas, bila terbakar akan relatif lebih 
bersih daripada batu bara, dan menghasilkan 
energi yang lebih besar dengan emisi karbon 
dioksida yang lebih sedikit. Biogas yang 
dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat 
populer digunakan untuk mengolah limbah 
biodegradable karena bahan bakar dapat 
dihasilkan sambil menghancurkan bakteri 
patogen dan sekaligus mengurangi volume 
limbah buangan. 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk 
menjelaskan obyek yang diteliti dengan cara 
membuat deskripsi atau gambaran mengenai 
fakta-fakta dan atau fenomena yang terjadi pada 
saat penelitian dan penyajian secara sistematis. 
Metode kualitatif menurut Sugiyono (2007, h.1) 
adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan secara 
gabungan, analisa data bersifat induktif, dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna daripada generalisasi. Bungin (2010, 
h.68) mengemukakan penelitian dengan format 
deskriptif kualitatif bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkaskan berbagai 
kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 
yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 
menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu 
ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 
tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena 
tertentu. 
Fokus penelitian ini adalah: (1) Dampak 
implementasi pengelolaan dan pemanfaatan gas 
metana di TPA Supit Urang (2) Faktor 
pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi implementasi pemanfaatan gas 
metana di TPA Supit Urang (3) Keberlanjutan 
pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang 
(4) Dasar hukum/regulasi terkait pengelolaan 
sampah berwawasan lingkungan (5) Efektivitas 
program pengelolaan sampah berwawasan 
lingkungan oleh DKP Kota Malang. 
Lokasi penelitian di Kota Malang 
sedangkan situs penelitian pada DKP Kota 
Malang dan TPA Supit Urang. Sumber data 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. 
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Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, 
pedoman wawancara dan catatan lapangan. 
Analisis data menggunakan Model Spradley 
melalui 4 tahap yakni analisis domain, analisis 
taksonomi, analisis komponen, dan analisis 
tema. 
 
Pembahasan 
1. Implementasi pemanfaatan gas metana di 
TPA Supit Urang. 
a. Dampak implementasi pengelolaan dan 
pemanfaatan gas metana di TPA Supit 
Urang. 
Sampah adalah salah satu masalah yang 
serius, tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja, 
tetapi juga terjadi di Provinsi besar seperti 
Sumatera, Kalimantan, bahkan Jawa Timur. Hal 
ini juga terjadi di tingkatan wilayah yang paling 
rendah yaitu Kota atau Kabupaten bahkan desa 
atau kelurahan. Kota Malang merupakan salah 
satu yang dikategorikan sebagai kota besar 
dengan jumlah penduduk 895.338 jiwa, 
sedangkan penduduk tidak tetap sebesar 
200.000 jiwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 
sebesar 300.000 jiwa (Sumber data: DKP Tahun 
2014). 
Kemampuan implementasi dari sebuah 
kebijakan dapat berpengaruh pada berbagai 
aspek, namun pada penelitian ini peneliti hanya 
mengambil aspek yang sangat penting dan 
berpengaruh. Aspek tersebut adalah dampak, 
alasan pemilihan aspek dampak karena dampak 
merupakan output yang dihasilkan oleh instansi 
terkait untuk dijadikan evaluasi dengan 
memperhatikan ketersediaan sumber daya dan 
keadaan lingkungan yang akan dihadapi. 
Dampak dalam sebuah implementasi memiliki 
dua sisi akibat yang dihasilkan, dua sisi itu 
adalah dampak positif dan dampak negatif. 
Pentingnya mengetahui dampak positif dan 
dampak negatif seperti yang telah diungkapkan, 
dalam hal ini adalah DKP selaku dinas 
penyelenggara kebersihan Kota Malang akan 
menerapkan dampak sebagai bahan acuan 
evaluasi program dan strategi yang telah 
ditempuh saat ini terutama dalam hal 
pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di 
TPA Supit Urang. Berdasarkan pengamatan 
peneliti bahwa, DKP mengetahui dan 
memahami bahwa untuk memperoleh hasil atau 
output yang menjadi sasaran suatu organisasi 
membutuhkan evaluasi dampak. 
 
 
 
b. Faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi implementasi pemanfaatan 
gas metana di TPA Supit Urang. 
Faktor pendukung dan penghambat 
merupakan dua faktor yang selalu mengikuti 
adanya sebuah implementasi. Faktor pendukung 
yang mempengaruhi implementasi pengelolaan 
dan pemanfaatan gas metana di TPA Supit 
Urang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai 
berikut: 
(1) Iklim sosial dan kebijakan yang mendukung. 
(2) Kehendak politik. 
Sedangkan faktor penghambat yang 
mempengaruhi implementasi program 
pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang 
yaitu sebagai berikut: 
(1) Terbatasnya anggaran dalam implementasi 
pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di 
TPA Supit Urang. 
(2) Terbatasnya keterampilan dan kemampuan 
dalam menangkap peluang. 
(3) Terbatasnya sarana dan prasarana. 
(4) Terbatasnya pengetahuan masyarakat 
tentang pengelolaan gas metana. 
Hal ini kembali kepada sosok seorang 
pemimpin atau figur di wilayah tersebut 
sebagaimana menanamkan dan membangun 
moral positif warganya untuk peduli dengan 
lingkungannya. Terbatasnya pengetahuan warga 
tentang pengelolaan sampah berwawasan 
lingkungan sangatlah penting apalagi kurangnya 
informasi serta sosialisasi pemerintah kota yang 
terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang 
belum mengetahui mengenai adanya 
pemanfaatan gas metana yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah 
DKP. 
 
c. Keberlanjutan pemanfaatan gas metana 
di TPA Supit Urang. 
Keberlanjutan suatu program dapat dilihat 
dari pembangunan berkelanjutan melalui 
pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan. Pembangunan tersebut dimulai 
terlebih dahulu dari kerjasama antara 
masyarakat dengan pemerintah daerah dalam 
hal ini adalah DKP Kota Malang dalam hal 
menjaga kelestarian lingkungan dengan cara 
secara bersama-sama memanajemen 
pengelolaan sampah secara efektif dan efisien 
serta menerapkan prinsip yang berwawasan 
lingkungan. Dari hasil pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan tersebut, melalui 
pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang 
dapat dilihat apakah pemanfaatan daripada gas 
metana tersebut sudah berjalan dengan optimal. 
Artinya bahwa, pemanfaatan gas metana 
tersebut bukan hanya dinikmati oleh pemerintah 
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daerah saja, melainkan dapat dinikmati oleh 
warga masyarakat secara luas.  
Salah satu kunci suatu pembangunan dapat 
dikatakan berhasil adalah melalui strategi 
implementasi kebijakan yang baik. Seluruh 
elemen atau faktor yang terhubung oleh 
implementasi seperti komunikasi, sumber daya 
(sumber daya manusia, sumber daya anggaran, 
sumber daya fasilitas, sumber daya informasi 
dan kewenangan), disposisi, dan struktur 
birokrasi haruslah dilakukan dengan baik dan 
konsisten. Melalui keempat hal diatas, maka 
pembangunan yang telah direncanakan dan 
ditergetkan dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang sudah direncanakan. 
 
2. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Malang dalam mengoptimalkan 
program pengelolaan sampah berwawasan 
lingkungan. 
a. Dasar hukum/regulasi terkait pengelolaan 
sampah berwawasan lingkungan. 
Kebijakan pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan merupakan salah satu 
respon positif terhadap keadaan lingkungan 
Kota Malang yang semakin memprihatinkan 
disebabkan pengelolaan sampah yang selama ini 
dilakukan masih belum sesuai dengan metode 
dan teknik pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan sehingga banyak 
menimbulkan dampak negatif terhadap 
kesehatan dan lingkungan. Kebijakan 
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di 
Kota Malang lebih bersifat meneruskan 
kebijakan yang telah ada dari pemerintah pusat, 
walaupun penyusunan kebijakan yang tersusun 
dalam RPJPD dan RPJMD Kota Malang 
tersebut bersifat bottom up melalui 
MUSRENBANG. Namun tidak semua aspirasi 
masyarakat tertampung dalam dokumen 
pembangunan tersebut, MUSRENBANG 
cenderung meneruskan kebijakan terdahulu 
yang sudah ada dan kemudia berhasil dalam 
implementasinya.  
Alur kebijakan persampahan Kota Malang 
bersumber dari RPJP Nasional yang 
dilaksanakan melalui Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
ditingkat provinsi dan kabupaten/kota kebijakan 
menyeuaikan RPJPNas terutama dalam bidang 
persampahan. RPJMD merupakan penjabaran 
dari RPJPD dalam jangka 5 tahun, dijabarkan 
lagi dalam RENSTRA masing-masing SKPD. 
Rencana induk persampahan masterplan 
merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD, 
kemudian masterplan dijabarkan lagi menjadi 
RPIJMD (Rencana Pembangunan Investasi 
Jangka Menengah Daerah). Penjabaran 
masterplan menjadi program-program 
merupakan upaya untuk memisahkan sumber 
pendanaan dari masing-masing program seperti 
RPIJM yang didanai oleh APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kab/Kota. Program Sanimas 
(Sanitasi masyarakat) persampahan dan 
program Usri dari sumber pendanaan lain. 
Kebijakan pengelolaan sampah berwawasan 
lingkungan dijabarkan menjadi program dan 
kegiatan.  
Pengelolaan sampah berwawasan 
lingkungan tersebut harus dilaksanakan secara 
terpadu, sehingga kegiatan pengelolaan sampah  
berwawasan lingkungan dapat dioptimalkan dan 
dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.  
 
b. Efektivitas program pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan oleh DKP Kota 
Malang. 
Kriteria pengukuran efektivitas yaitu 
efektivitas keseluruhan yang menjelaskan 
tentang sejauh mana organisasi/ instansi/ atau 
pihak yang terkait dalam melaksanakan seluruh 
tugas pokok atau mencapai semua sasarannya. 
Program Pemerintah Kota Malang dalam hal 
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan 
melalui pemanfaatan gas metana di TPA Supit 
Urang menunjukkan keefektifannya di dalam 
menunjukkan pembangunan dalam 
penanggulangan pencemaran lingkungan. 
Program ini memberikan banyak 
manfaatnya kepada para Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM), pemulung, dan seluruh 
warga masyarakat yang tinggal di sekitar TPA 
Supit Urang. Dengan berbagai macam manfaat 
dari gas metana yang diberikan kepada 
masyarakat dalam keluarga produktif dan non 
produktif, paling tidak mereka tidak 
mengeluarkan biaya untuk keperluan bahan 
bakar memasak. Selain itu, program 
pemanfaatan gas metana ini juga memberikan 
kesempatan kepada pemulung untuk ikut serta 
berkontribusi dalam program pemanfaatan gas 
metana yang ada di TPA Supit Urang. 
Seperti halnya dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan gas metana, pemerintah masih 
mengimplementasikan secara tunggal, padahal 
dengan ekspektasi pengelolaan gas metana yang 
setiap hari hanya dimanfaatkan kurang lebih 5% 
dengan perbandingan sampah setiap harinya 
adalah 650 ton, maka bisa dikatakan peran 
pemerintah ini masih belum berada pada tingkat 
optimal. 
Berdasarkan penjabaran diatas, maka 
efektivitas program pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan khususnya dalam hal 
pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang 
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dapat dikatakan belum optimal atau dengan kata 
lain masih berjalan menuju angka efektif. 
 
Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa implementasi program 
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan 
melalui pemanfaatan gas metana dapat 
terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada hasil 
pencapaian masih berjalan menuju angka 
efektif.
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